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KEBIJAKAN Kementerian 
Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kemendikbud) 
tentang pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) selama pandemi 
covid-19 ini hendaknya juga di-
tangkap sebagai momentum untuk 
mengembangkan dunia digital di 
Tanah Air. 

Demikian benang merah yang 
dikemukakan Ketua Fraksi Partai 
NasDem Ahmad Ali dalam sebuah 
diskusi di Jakarta, kemarin. “Selain 
platform iklan, momen pandemi 
ini juga bisa menjadi peluang 
bagi bangsa ini untuk memba-
ngun sendiri platform chatroom 
atau conference room. Kebijakan 
Mendikbud untuk menerapkan 
sistem pembelajaran jarak jauh se-
cara permanen ialah peluang yang 
sangat bagus,” katanya.

Ali menjelaskan masuk ke dunia 

digital ialah sebuah keniscayaan 
di era sekarang ini. Hampir semua 
aktivitas manusia sudah bisa di-
lakukan dengan memanfaatkan 
teknologi digital. 

Besarnya jumlah menusia yang 
telah memanfaatkannya, menjadi-
kan platform digital punya nilai 
ekonomi tinggi. Indonesia dengan 
penduduk sekitar 250 juta jiwa 
menjadi pasar menggiurkan bagi 
monetisasi teknologi digital.

Untuk itu, agar bangsa ini tidak 
tertinggal di dunia digital dan 
memanfaatkan peluang ekonomi 
maupun teknologi digital, menurut 
Ali, bisa diiringi dengan mem-
bangun platform bersama milik 
bangsa. Murid-murid sekolah, guru, 
orangtua murid, dan stakeholders 
pendidikan lainnya bisa diwajibkan 
untuk memanfaatkan platform 
tersebut.

Bagi Ali, pendidikan bisa menjadi 
pintu masuk untuk membesarkan 
platform digital nasional. Selanjut-

nya, upaya ini bisa dikembangkan 
pada bidang-bidang lain yang me-
mang diperlukan masyarakat dan 
menguntungkan.

Ali mengandaikan, jika platform 
digital nasional itu tersedia, anggar
an pemerintah pada subsidi kuota 
data internet kepada siswa dan 
mahasiswa tidak akan lari ke mana-
mana. Ali menuturkan dunia digital 
Tanah Air saat ini masih memberi 
ruang bebas kepada platform-plat-
form luar untuk mengeruk sumber 
daya ekonomi dalam negeri.

Google Ads dan Facebook Ads 
dengan ekosistemnya, misalnya, 
menjadi dua platform penyedot 
iklan paling kuat saat ini. Kenyataan 
ini membuat platform-platform 
karya anak bangsa tidak cukup 
berdaya dalam menghadapi kedua 
raksasa tersebut.

“Akhirnya, platform-platform na-
sional memilih berkolaborasi demi 
mendapat bagian kecil kue iklan 
dari dunia korporasi,” ungkapnya. 
Peran pemerintah sangatlah pen-
ting untuk menjaga kedaulatan 
ekosistem digital nasional.

Aplikasi belajar
Pada akhir September 2020, 

Kemendikbud menyalurkan ban-

tuan kuota data internet tahap satu 
dan dua kepada 27.305.495 nomor 
telepon seluler pendidik dan pe-
serta didik di seluruh Indonesia.

Pusat Data dan Teknologi Infor-
masi Kemendikbud menyatakan 
akan memperbarui daftar aplikasi 
layanan belajar yang terdapat pada 
program subsidi kuota data inter-
net. “Jadi 19 aplikasi saat ini bukan 
harga mati,” kata Plt Kapusdatin 
Kemendikbud Hasan Chabibie, 
kemarin. 

Kemendikbud, ujarnya,  akan 
terus mengevaluasi serta membuka 
diri atas masukan masyarakat. 
Hasan juga mempersilakan jika ada 
aplikasi pembelajaran lain yang 
mau mendaftarkan dirinya agar 
dapat diakses dalam Kuota Belajar 
dari subsidi kuota data internet.

“Jika ada sekolah, kampus yang 
selama ini mengelola pembelajaran 
daring menggunakan aplikasi atau 
memiliki startup aplikasi belajar, 
kami persilakan,” tukasnya.

Diungkapkan, survei pada Juli 
yang diikuti sekitar 439 ribu res
ponden menunjukkan konsumsi 
belajar PJJ melalui video conference 
yang tertinggi didominasi WA call, 
Zoom, Google Hangout maupun 
Webex. (Bay/H-1)

KEKERASAN pada anak yang dilakukan 
orangtuanya sendiri dengan alasan un-
tuk mendidik dan mendisiplinkan anak, 
tidak bisa dibenarkan dan harus segera 
diluruskan.

Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lem-
baga Profesi dan Dunia Usaha Kemen-
terian Pendayagunaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) Sri Prihantini 
L Wijayanti membenarkan kecenderung
an tersebut. “Sekitar 70% pelaku keke
rasan terhadap anak ialah orangtua 
mereka sendiri dengan alasan memberi 
pendidikan dan disiplin, kondisi ini perlu 
diluruskan,” ujarnya dalam diskusi Per-
lindungan Anak dari Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, kemarin.

Berdasarkan data prevalensi kekerasan 
terhadap anak pada 2018, sebanyak 61,7% 
anak laki-laki dan 62% anak perempuan 
mengalami kekerasan.

Sebagai anggota keluarga dan ang-
gota masyarakat, menurut Sri, orangtua 
seharusnya menyiapkan anak seutuhnya 
untuk hidup di tengah masyarakat de-
ngan semangat perdamaian, kehormatan, 
dan kebebasan.

Pada sisi lain, ragam kekerasan yang 
dialami anak juga bervariasi. Menurut 
Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (IDAI) Meita Dhamayanti, 
corporal punishment atau hukuman fisik 
yang terjadi pada anak bisa bermacam-
macam mulai yang ringan, seperti me-
narik telinga/menjewer dan mencubit. 

Hukuman sedang, antara lain menam-
par, memukul pantat, dan menendang, 
hingga hukuman berat, seperti membakar 
dengan puntung rokok dan memukul de-
ngan rotan. 

Berdasarkan survei yang dilakukan 
di Jawa Barat selama periode Oktober-
Desember 2016 terhadap 4.000 siswa 
sekolah, sebanyak 70,2% anak meng-
aku pernah dicubit dan 57,6% pernah 
dijewer.

“Mungkin karena budaya mencubit 
menjewer dianggap hal yang tidak terlalu 
menyakitkan, padahal tidak demikian,” 
tuturnya.

Lebih lanjut, Meita mengatakan berda-
sarkan survei Yougov Omnibus pada 2019 
terhadap 1.231 orangtua, 32% responden 
beranggapan hukuman fisik harus dite­
rapkan sebagai akibat dari pelanggaran 
hukum, 32% beranggapan sebaliknya, 
dan sisanya ragu-ragu.

Beberapa faktor yang menyebabkan 
orangtua melakukan hukuman fisik/
kekerasan pada anak, antara lain karena 
kurang pengetahuan tentang parenting, 
ada riwayat hukuman fisik, dan riwayat 
paparan terhadap kekerasan rumah 
tangga.

Meita menjelaskan, perilaku kekerasan/
hukuman fisik pada anak bisa berdampak 
pada fisik berupa cedera hingga kematian 
dan psikologis berupa gangguan mental, 
kognitif yang meliputi penurunan per-
forma akademis, kosakata yang lebih 
sedikit, hingga motivasi belajar rendah, 
serta meningkatnya agresi dan perilaku 
antisosial. (Aiw/H-1)
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Pemerintah dan entitas teknologi 
telekomunikasi dalam negeri seharusnya cepat 
bertindak untuk menguasai dan mengatur 
kedaulatan pasar digital nasional. 

KAPAL I-BOAT ITS: Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Mochamad Ashari memperlihatkan aplikasi yang menunjukkan titik lokasi 
tujuan Kapal Intelligent Boat (i-boat) saat diuji coba di perairan Selat Madura, Bangkalan, Jawa Timur, kemarin. Kapal yang dapat berjalan tanpa awak dengan 
mengombinasikan kecerdasan buatan dan internet of things tersebut memungkinkan untuk menjalani misi sebagai kapal pengangkut logistik dan kapal 
penolong. 
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KEMENTERIAN Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
melalui Balai Gakkum Wila-
yah Sumatra berhasil me-
nangkap dan mengamankan 
pelaku pembabatan kayu 
bakau di Kawasan Hutan Pro-
duksi di Kabupaten Langkat, 
Provinsi Sumatra Utara. “Aksi 
pembabatan kayu bakau da-
lam kawasan hutan ini meru-
pakan mata rantai jaringan 
mafia pembalakan liar yang 
menyuplai produksi arang 
kayu bakau di Provinsi Su-
matra Utara,” kata Ketua Tim 
Kegiatan Operasi Gakkum 
KLHK, Hermanto, kemarin.

Sementara itu, Kepala Balai 
Gakkum KLHK Wilayah Su-
matra, Eduward Hutapea, 
mengatakan penindakan ini 
merupakan komitmen KLHK 
dalam aksi penyelamatan 
sumber daya alam terutama 
kawasan lindung dan hutan 
mangrove. “Kawasan lindung 
dan hutan mangrove mem-
punyai fungsi perlindungan 
terhadap abrasi pantai dan 
kelestarian ekosistem hutan 
mangrove serta biota laut 
yang ada didalamnya. Banyak 
masyarakat yang menggan-
tungkan hidup mereka pada 
keutuhan ekosistem kawasan 
mangrove,” ujar Eduward. 
(Fer/H-3)

KEPALA BMKG Dwikorita Kar-
nawati menyebut penelitian 
atau kajian gempa bumi dan 
tsunami di Indonesia yang 
ditindaklanjuti dengan per-
ingatan dini memang belum 
sepenuhnya dapat menja-
min pencegahan terjadinya 
korban jiwa dan kerusakan 
tanpa kesiapan masyarakat, 
pemerintah daerah, dan se-
luruh pihak terkait.

“Masih sangat diperlukan 
kesungguhan pemerintah 
daerah dan masyarakat se-
tempat bersama-sama pe-
merintah pusat untuk me-
lakukan berbagai langkah 
kesiapan pencegahan ben-
cana,” kata Dwikorita dalam 
keterangannya, kemarin. 

Selain itu, masyarakat ha-
rus diedukasi agar mampu 
menyelamatkan diri dari 
bencana gempa bumi dan 
tsunami, juga merespons 
peringatan dini secara cepat 
dan tepat. “Peran media 
sangat penting dan efektif 
dalam menyosialisasikan dan 
mengedukasi masyarakat 
secara tepat, untuk mening-
katkan kewaspadaan tanpa 
menimbulkan kepanikan,” 
sebutnya. (Fer/H-3)

BEKERJA sama dengan Media 
Academy, SKK Migas meng-
adakan pelatihan penulisan 
berita serta social media 
management secara daring 
pada 22-24 September 2020. 
Para peserta berasal dari 
berbagai lokasi kantor SKK 
Migas, mulai kantor pusat 
hingga kantor perwakilan 
SKK Migas di Sumatra Utara, 
Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 
Kalimantan, Sulawesi, hingga 
Maluku, dan Papua.

Terdapat enam narasum-
ber yang membagikan penga-
laman mereka menulis berita 
kepada peserta pelatihan, 
yakni Redaktur Pelaksana 
Detik.com Angga Aliya Fir-
daus, Redaktur Opini Media 
Indonesia Eko Suprihatno, 
Head of Media Academy 
Andi Setia, Head of PR and 
Partnership Media Academy 
Henny Puspitasari, Head 
of Digital Creative Content 
Medcom.id Jati Satvitri, serta 
Redaktur Foto Majalah Tempo 
Gunawan Wicaksono.

Peserta tampak antusias 
mendengarkan materi yang 
disampaikan para narasum-
ber. Pemberian materi ter-
sebut diharapkan dapat ber-
guna bagi para peserta dalam 
menjalani tugas sehari-hari di 
SKK Migas. (Uta/H-3)
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